
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usia Pensiun Anggota TNI Diujikan 
 

Jakarta, 30 November 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 

53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 

34/2021) terhadap UUD 1945 pada Selasa (30/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan 

Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Euis 

Kurniasih, Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si, Hardiansyah, A.Ismail Irwan Marzuki, S.H.,  dan Bayu Widiyanto. 

Pemohon menguji materiil sebagai berikut. 

Pasal 53 UU 34/2004 

“Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) 

tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga ) tahun bagi bintara dan tamtama.” 

Pasal 71 huruf a UU 34/2004 

“Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 33, diatur sebagai berikut: 

a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) 

tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-

undang ini diundangkan belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI;.” 

 

Dalam Permohonannya Pemohon mempersoalkan batas pensiun anggota TNI yang tidak sama dengan 

anggota Polri. Pemohon membandingkan usia pensiun semua anggota Polri yang mencapai 58 tahun.  

dalam Petitumnya, Pemohon Meminta Mahkamah menyatakan Pasal a quo tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Ketentuan usia pensiun pada Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia disamakan dengan ketentuan usia pensiun pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dan Perwira Tentara Nasional Indonesia yang mempunyai jabatan tertentu dan masih dibutuhkan dalam 

tugas Tentara Nasional Indonesia usia pensiunnya dapat diperpanjang setinggi-tingginya disamakan dengan 

usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan sangat 

dibutuhkan.” ( MHM) 
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